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ABSTRAK

Narkotika adalah sesuatu dari tumbuhan ataupun tidak tumbuhan, itu
sintetik ataupunnon sintetik, yang bisa menimbulkan gangguan sadaran dan adiksi.
mulanya narkotika digunakan untuk alat ritual keagamaan dan juga digunakan
dalam dunia kedokteran yang digunakan dalam proses pembiusan sebelum pasien
dioperasi, namun seiring berkembangnya zaman narkotika dsalahgunakan oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian adalah mengetahui dasar
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pecandu Narkotika serta
untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat putusan pidana oleh
hakim bagi pecandu narkotika di Kota.Ba

dalam keten ASa s | e - u , sanksi tindakan
asi medis maupun

rehabilitasi so n u narkotika tertuang
. .I penelitian ini juga

menjelaskan bah_ AN putusan tindak pidana

-'3/PN Btm didasarkan

0 ,-Nomor 35 Tahun 2009

pada ketentuan Pas
‘“"“-""T""-‘“'“'“-““ 009. Putusan hakim dalam

serta Surat Edaran | NG
putusan PN No. 363/P|d Sus/2023/PN Btm tersebut selain bertujuan untuk
menjerakan terdakwa (pecandu narkotika) dengan sanksi pidana, juga bertujuan
untuk menyembuhkan terdakwa (pecandu narkotika) dari ketergantungan dengan

sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Kata kunci : Dasar Pertimbangan Hakim; Rehabilitasi; Penyalahgunaan Narkotika

Xi



ABSTRACT

Narcotics are substances derived from plants or non-plants, either synthetic
or non-synthetic, that can cause consciousness disturbances and addiction.
Initially, narcotics were used for religious rituals and in the medical field for
anesthesia before surgical procedures. However, over time, narcotics have been
misused by irresponsible parties. The purpose of the research is to understand the
basis of judges’ considerations in issuing verdicts against narcotic addicts, and to
identify and analyze the factors that hinder criminal sentencing by judges for
narcotic addicts in Batam City.

This type of research is normative legal research using a legislative
approach with descriptive- prescrl ptive.characteristics based on secondary data,
including primary legal mate N 61
data con5|sts of prlmary l econ ary Iegal materlals and tertlary

regarding
rehabilitatio ! licts -af s 54 and 103.
Additionally s ‘ exofain nside _atlons in deciding
criminal cases adicts 3 I /2023/PN Btm are
based on Articles 52 ) aild Stipreme Court Circular
No. 07 of 2009, 1 1 Ve - s/2023/PN Btm aims

not only to dete eal sanctions but also

to cure the defendant (narcotic adeict)fr I m dependency rough action sanctions

in the form of reh- IMI@“E’! v 'ﬁ?

/ .
Keywords: Judges‘ Consideration B r S;-Renabilitation; Narcotic Abuse
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Narkotika adalah sesuatu dari tumbuhan ataupun tidak tumbuhan, itu sintetik
ataupunnon sintetik, yang bisa menimbulkan gangguan sadaran dan adiksil.
mulanya narkotika digunakan untuk alat ritual keagamaan dan juga digunakan

dalam dunia kedokteran yang digl{ akan dalam proses pembiusan sebelum pasien

dioperasi, namun seiring :-'ﬁ’-ﬁ/ zaman narkotika dsalahgunakan oleh

Masalah keterge ba Sia emprihatinkan. Hal ini

penyebabnya '

maju, serta perubar:":m‘rTTatEr'ralTS‘['rk den I I ara. Pendapat yang dapat
disebarluaskan secara ilegal. Jika tidak segera ditindak akan mempengaruhi yang
buruk pada hidupan bangsa serta Negara pada masa mendatang. Menurut Pasal
1(15) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, Penyalahguna vyaitu seseorang

yangmemakai narkotika tidak guna, ataupun lawan hukum. Jadi pengertian

! Sarlito W Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, Jakarta: RajaGrafindo, 2017, hal. 268.
2 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2005, him. 6



perbuatan adalah melawan hukum atau melawan hukum. Penyalahgunaan
narkotika yaitu kejahatan penggunaan narkotika yang tidak sah atau melawan
hukum yang mengakibatkan pengguna akan ketergantungan dengan narkotika®.
Pecandu narkoba dapat disebut sebagai pelaku kejahatan narkoba dan juga sebagai
korban pecandu narkoba karena individu tersebut menggunakan narkoba untuk

alasan tertentu seperti adanya rasa putus asa yang membuat pelaku ingin merasakan

penyalahguna Al pidanaipg maupun pendidikan ulang,

eneh 2 ‘ads o anlLhe : asarkan ketentuan UU

oy

ya rasa

i
untuk alasan terten'Tl:lTe'p'eTti‘a'd’an

merasakan ketenangan dari mengkonsumsi narkotika, di sisi lain, pecandu narkoba

ang membuat pelaku ingin

juga mengalami penderitaan fisik dan psikis terkait penyalahgunaan zat. Dalam
kasus penyalahgunaan narkoba ini, baik pidana penjara maupun pendidikan ulang,

keputusan sepenuhnya ada di tangan hakim. Karena ketentuan UU Narkoba

3 Sutarmo Setiadji, 2006, Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahayal!,
Jakarta: Ul-Perss, hal. 2



memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman penjara seperti yang diatur dalam
Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 atau tindakan rehabilitasi bagi yang menjadi
pecandu dan penyalahguna narkotika terrmuat dalam Pasal54 dan Pasal 103 UU
Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Narkotika.

Hadirnya hakim yang berdiri sendiri dan adil pada kegiatan pengadilan
merupakan penentuan system adilan pidana. Hakim yang berdiri sendiri dan adil

adalah norma dan ciri negara h m.yang baik. Upaya pencegahan kejahatan yang

tepat harus fokus tidak hanya '

'
metogde| Rgdhamke g.digunakan secara efektif*.

tetapi juga pad dhe Jjahatan.an
A ’; UL P enyalang ' ada gjahatan dan
.-'"

\ a A a0 D! < Ao

ibatk? den g q J I'i'enerus meningkat

dan jika pelaku w isti timbul tanda tanda
Jikap u* ot *4:-» i

fisik dan psikis ya w N ﬁ g E‘\. u Kob ﬂ, }'\(gharuskan pelakunya

i

menjalani tindaka *'“"IA’?«?I@?‘DMLQ /
i
i
Rehabilitasi a"dalah‘kt,rgimarrterébe I mtegrasi mengeluarkan yang

candu kecanduan narkoba. Rehabilitasi tersebut termuat dalam Pasal 54, 103 UU

Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam

Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial. Dalam hal ini diperlukan

4 Sujono AR dan Daniel Bony. (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, him. 33



peranan aparat hukum salah satunya adalah peran seorang hakim yang bertugas
dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara®. Namun dalam
praktiknya, dalam kasus narkoba, hakim membuat keputusan berdasarkan dakwaan
jaksa. Dakwaan yang diajukan kejaksaan menggunakan klausul penahanan yang
lazim digunakan dalam penuntutan, yakni Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009,

yang tidak boleh diberikan kepada pecandu narkoba. Oleh karena itu, hakim tidak

di Indonesia 3 / XL L] nida berapa pelaku kecanduan
-'!"/u B, | [ BE) 1K dld 1
P

¥
melakukan penye W N w 23‘5 5 w ﬂ. & inya sendiri. Mereka

terbukti menggunak ‘-u*'f-!{ I@?&;Hﬂiqﬁhwh.. ja Narkotika dibungkus
i
i

plastik transparan khmmmngkus-ﬁm as warna putiikurang dari 1 gram. Dalam

memutuskan perkara tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana penjara masing-

masing selama 6 (enam) bulan dan menjalankan Rehabilitasi Medis dan

Rehabilitasi Sosial selama 10 (sepuluh) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Batam.

5 Antonius Sudirman, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif
Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 54.

® Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah
Instrumen Menengakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung : Penerbit
Alfabeta, hal. 16



Kasus yang menimpa Nornatasya Binti Ruhazat dan Azhari David Yolanda
didakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti
menggunakan Narkotika jenis sabu dengan berat kurang dari 1 gram sedangkan
menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 bahwa pengguna
narkotika dengan kelompok Metamphetamine (Shabu) dengan berat 1 gram wajib
direhabilitasi dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan

Bi hazat dan Azhari David Yolanda, mereka

kasus yang menimpa Nornatas

d
Narkotika atau 4\ U N s ir'. u hke ﬂ ersangkutan menjalani
pengobatan dan " : ::‘“u"il.g lé‘iﬁ{;ﬂ"“ﬂ;ﬂajﬁ?‘.ﬂn fasi jika pencandu narkotika

i
tersebut tidak terbukti mefakukan bersa indak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih

mendalam mengenai “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di Kota Batam (Studi Putusan PN No.

363/Pid.Sus/2023/PN Btm)”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan tesis ini,
maka akan diangkat pokok permasalahan yaitu:
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan
terhadap pecandu narkotika?
2. Bagaimana faktor yang menghambat hakim dalam memberikan putusan

pidana bagi pecandu narkotik

r




D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada
penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoris atau akademisi
maupun segi praktis yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi

lingkungan civitas akademikia tniversitas Sultan Agung Semarang.

\ v
E. Kerangka' “!-' N l ..s s l.l L ﬂ.
\ Feellel/I 2 teluinela
i1 A |

Kerangka K

skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan

| 'konseptual, sistem atau

individu, kelompok, situasi atau kejadian, terhadap suatu ilmu dan
pengengembangannya. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk
mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex

aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat



juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan
hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan
hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /
Mahkamah Agung.’

b. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan

1]

ertanggungjawab)®.

-‘%

L
VJINISSULA
d. ika |2 ’ﬂ-"-u-‘!'rlﬂiﬁf?igﬁLEA.--q-ﬂ‘quﬂ,@- tergolong makanan. Jika

i
diminum, ('tlTi'SHp,_dTTT'rrupTdita atau disuntikkan, berpengaruh terutama

pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan

ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun).

" Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. Yogyakarta. Pustaka
Pelajar. Hal.140.

8 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta &
PuKAPIndonesia, Yogyakarta, him. 18-19.

® P.AF. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, him 69.



Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah,
pernapasan, dan lain-lain)®.

e. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu pola perilaku di mana seseorang
menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotoprika, dan zat aditif
yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi

karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi

ilmu hukum.

1. Teori Pemidanaan
Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai
pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan

mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan

10 Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan
Narkoba Berbasis Sekolah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), him. 5

1 https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza

12 Soejono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, h.6



Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang
menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi
bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan
bahwa keadilan dapat dicapai apabula tujuan yang Theological tersebut dilakukan
dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.®> Beberapa teori yang

berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Retribusi.-
-

af e
/
: !—-' M H ?ﬁ-'; 5 !! | & ﬂl ; ,é sebagai sarana untuk
NOS %IUML;" kan 12 , hagi sipelaku itu sendiri
H A \.C i

Jf hal harus dikenakan
ukan sesuatu kejahatan.*

af [JRULATTICTAITTTICTAK

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan
pendapat sebagai berikut:
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk

yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah
yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara

13 Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.
14 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

10



mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan
manfaat penjatuhan pidana”.®

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku
kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk
menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat

/i terletak pada
,.' (karena orang
Daya orang jangan
{y g jang

: ;mrﬁ
UNISSULA
\ fﬂggl@abwh

an kejahatan ini, biasa

dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1) Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus Bahwa
pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi

khusus ini  menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak

15 Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina
Cipta. Bandung

16 Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

17 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

11



mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan
memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik
dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalaha untuk
mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Pengaruh pidana ditupjukan terhadap masyarakat pada umumnya

&2
UNiSSULA /
o T*.-r'u-«t'.%" !@r.‘?’,;:;l'cql.-u;::mﬂ@ / p

embuatan patuh pada

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van
Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunya tiga fungsi,16 yaitu:
1) Menegakan Kewibawaan
2) Menegakan Norma

3) Membentuk Norma.

12



c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori
gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga
dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban
dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan
yang adil .18

Menurut Pellegri )sst.dalam bukunya “Traite de Droit Penal”

pembalasan, tetapi

&P

H Loq E s E W ara ﬁ )e menyebutkan dalam
r MU«&:{_J'ML@&%.@‘&“LQ- ” bahwa pidana adalah
'L_—N_—ff

suatu\gmkﬁ'ymg’mel'ﬂfﬁ' iri-—ciri tersendiri dari sanksi lain dan
terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan
diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang

berguna bagi kepentingan umum.

18 Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina
Cipta. Bandung
1% Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung
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2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat.
Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah
melindungi kesejahteraan masyarakat.

3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan
tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya

¥
‘ﬁ w I gg “ Lﬁ. / I Roeslan Saleh juga

\

L ]
\ _,._...pu.! ."5{ [ / . . .
akaniahwa —!ﬁr |*’5."1 ; i:lr;ﬂ-]..q'-fﬂa!,@- ain, yaitu bahwa pidana

diharapkan séﬁa‘gai‘ma‘m‘yﬁn an membawa kerukunan serta sebagai suatu

proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam

masyarakat. Jadi memang sudah seharusnyalah tujuan pidana adalah
membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan

dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan Pancasila.

20 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
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d. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat
dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-
hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan
fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang
bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut
dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.?

) _ maupun yuridis.

'.'..'?

Alasan 60

Stanley G

ang dikemukakan oleh
naan tergantung pada
anusia, informasi yang
diterima sesedrang-sebagai-iimu pengetahuan-yany bermanfaat, macam dan
luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-
persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-
kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-

persyaratan tersebut.

21 Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung
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Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro,
menyatakan:

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan
harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa
dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk
pribadi dan sekaligus sosial. Pancasial yang bulat dan utuh itu
memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa
kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan
dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam
hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan
Tuhannya, maupun _dalam mengejar kemajuan lahirlah dan
kebahagiaan rohani: -

| mensyaratkan
A8 n, berdasarkan
/ terjadl diantara

e ;wﬂ gala perspektif. Pidana

\ w N i QE w L& J,-bentuk kontrol s_osial

eritaan atas nama tujuan-

yan se
tujual W’“ﬂ-}f’@éf #nqﬁ.-rrer ) u kemungkinan.
Berdasarkan ‘ala‘s’anfaflas’an_s051orogis,—'rdemogi—dan yuridis diatas, Muladi

menyimpulkan sebagai berikut:
Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk
memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social
damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari
seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan
bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.
Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

1) Pencegahan (umum dan khusus);
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2) Perlindungan Masyarakat;
3) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan

4) Pengimbalan/Pengimbangan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana

untuk mengara ati-Nn ia sehingga menjadi tingkah

laku yang berhui

/- inginkan, dalam hal

'If'idang atau peraturan

mana perilaku 'tll ithmenunyukle 1.“0'9 RES
perundang-undangé m"“*ﬂ!{ |éﬁ'bﬂ£lw\!#h

i

i
Teori efektivitas hukum yang ditua

menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal:?3

oleh Soerjono Soekanno

a. Faktor Hukum
Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya

dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik diantara

22 Sperjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV, Ramadja Karya
1988), 80

2 Sperjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada), 5
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kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan
konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat
putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai
keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang
keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut
pandang hukum tertulis.

. Faktor Penegakan Hukum .

-".-.

) \ peraty .0 .'iktetapi kualitasnya tidak
& % {-;l;:\u asyarakat  memiliki
: 48N0 dang-undang
KepO} # iIndang disamakan

17

eku muncul dari sikap

L
U ELI ﬂ T'IE"E u Lﬂ / tindakan lain yang
mencoreng *"1vak' Hiﬁ?{!ﬁuﬁﬂmg‘.:ﬂﬁ’,g@ e

i
i
buruknya kﬂaﬁ‘ta‘raparar‘peneﬁé

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

f
f
i

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa
software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan
baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang
memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang

sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan

18



tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan

peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.
d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di

masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum

sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. legalitas tinggi,

sedang atau buruk. Tingkat; epatuhan terhadap hukum merupakan indikasi

-".-.

W artulis (legislasi) yang
|III ' lll
dibentuk \0leh" kelompok: sosial- effentu yang memiliki kekuasaan dan
otoritas \ fﬂﬂuﬂ'g Iéjﬁ‘;{:ﬁ’]ﬂl-rﬁ:‘mm!@- harus dapat
|1
mencerminkan nilai-nitai 'yéﬁhg

menerapkan hukum secara aktif.

ommon law agar dapat

Kelima faktor di atas sangat kuat hubungannya sebab menjadi subyek utama
kepolisian dan tolok ukur efektifitas kepolisian. Dari kelima faktor kepolisian
tersebut, faktor kepolisian sendiri menjadi poin kunci. Sebab peraturan dibuat oleh
lembaga penegak hukum yang mana bertanggung jawab atas penerapannya, dan

polisi sendiri juga menjadi teladan bagi masyarakat umum. Pada unsur pertama,
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tergantung pada aturan hukum itu sendiri, yang menentukan berfungsinya hukum
tertulis itu benar atau tidak.

Teori efektivitas peradilan yang dipaparkan oleh Soerjono Soekato ini
berkaitan dengan teori yang dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, bahwaanya
indikator penghambat keefektifan penegakan hukum bukan sekedar berada di sisi

mental aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, ataupun petugas

W
JNISSULA
Faktor Iai P u‘*‘-’-u I ’Fﬁ‘ﬂ. “‘“M#"“'f“ aknya penegakan hukum

tertulis adalah aparérk@p'oTrsTan_D'alafﬁ KO

yang andal dalam penggunaan sehingga perangkat tersebut dapat melakukan

apkan memiliki perangkat

tugasnya dengan baik. Keandalan mencakup profesionalisme dan pikiran yang baik.
Isu-isu yang mempengaruhi keefektifan hukum tertulis melalui tinjauan pejabat
publik bergantung pada:

a. Sejauh mana para pejabat terikat dengan peraturan yang berlaku

24 Romli Atmasasmita, 55.
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b. Sejauh mana pejabat memiliki kewenangan diskresi.
c. Contoh apa yang harus diberikan pejabat kepada masyarakat.
d. sejauh mana sinkronisasi tugas yang diberikan kepada pejabat sehingga
kewenangan mereka sangat terbatas.
Sedangkan unsur ketiga yakni ketersediaan fasilitas yang nampak wujudnya
contoh sarana dan prasarana untuk petugas pelaksana yang melakukan tugasnya

sebagaimana suatu peralatan '.-m keefektivitasan hukum. Berkaitan
dengan sarana prasarana /ang engan istilah fasilitas ini, Soerjono

.;"::./': anvefe \\ onen tertentu dari prasarana.

akan namun juga

&9
RIS SULA
Melengkap ‘;3‘:"-!’]“\‘115} I ﬁ@d:*uf'lq:&eh

yaﬁ‘g rusak.

d. Perbaikan atas’i
e. Kemacetan infastruktur harus diperlancar kembali operasionalnya.
f. Infastruktur yang kegunaannya terjadi pengurangan mesti ditingkatkan
kembali.
Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi

masyarakat, yakni:
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1) Faktor penyebab masyarakat tidak patuh pada aturan meski aturan itu
positif.

2) Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski aturannya baik dan
petugasnya berwibawa.

3) Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski itu bersifat baik
fasilitas memadai dan aparat berwibawa.

Unsur-unsur itu memberikan..pengertian bahwasanya kedisiplinan dan

-".-.

.- 5 - .
U N ﬁ gl‘[:}- u LA n, yakni positif dan

LT3 5
0 f"’f""!'lz?‘y l@. ‘.'.h’n‘ra‘-juq&ime!,@ $itif yang membuat orang

1sebabkan oleh rangsangan
negatif seperti perlakuan yang tidak adil dll. Insentif bersifat ekstrinsik karena ada
tekanan eksternal yang memaksa warga negara untuk mematuhi hukum. Secara
umum, kewajiban warga negara untuk patuh dan patuh terhadap hukum bersumber
dari sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan
sehingga mereka lebih memilih menaati hukum daripada melakukan pelanggaran.

Motivasi ini biasanya bersifat sementara.
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Kompleksitas perundang-undangan ditandai oleh tiga hal, yaitu penerapan
filosofis, hukum, dan sosiologisnya. Penerapan hukum secara sosiologis, yang
intinya adalah efektifitas hukum, penting bagi penelitian hukum di masyarakat.
Pemeriksaan efisiensi hukum merupakan kegiatan yang menunjukkan strategi
penyelesaian masalah secara umum, jadi perbandingan antara realitas hukum dan
cita-cita hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law

in action) dengan hukum yang adq diteori (law in theory), atau dengan perkataan

il

depat diartikan bahwa

=
ada keadaan dimg U N i g g’. w Tl ﬁ. Iléigi, perbuatan hukum

|1 . & ¥
: - I , ,
dibentuk oleh motif dargaga -4:".&5 fentlinya jika stiatu perbuatan tidak sah berarti
L) a—

i
ada faktor-faktor %n‘g‘m‘e'ﬁgh’ambaf‘a au

hukum yang benar.

pat tercapainya perbuatan

Masyarakat dan ketertiban menjadi dua hal yang sangat kuat kaitannya satu
sama lain, bahkan dapat dikatakan seperti dua sisi dari mata uang yang sama.
Ketertiban dalam masyarakat diciptakan oleh berbagai institusi seperti hukum dan

tradisi. Karena dalam masyarakat juga terdapat berbagai jenis norma yang masing-

25 Satjipto Rahardjo, 2000 liImu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 11
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masing berkontribusi terhadap tatanan tersebut. Kehidupan dalam masyarakat
berjalan kurang lebih teratur dan terpelihara secara teratur oleh suatu tatanan untuk
mencapai efisiensi dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat.
Efektivitas ini tercermin dalam peraturan hukum, sehingga standar untuk
menilai perilaku dan hubungan manusia didasarkan pada hukum. Bekerjanya

hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan hukum atau faktor sosial dan personal.

yang diatur, tetapi juga lembi ri kerja terorganisir dalam
o -

masyarakat ti none ah hu aja. Perilaku masyarakat

ditentukar]g idat Q) el [mptets pIEk an-hukum sosial dan

Penelitian -. : eiup egiatan ilmiah yang
Y

e, sisteme ....*;-.. hem . ‘yang bertujuan untuk
UNISSULA
?‘J?ﬂ@}ff éﬂ}lw m rtentu dengan jalan

i
menganalisisnya, kecuah—ttu,aka jugadiadakan-pemeriksaan yang mendalam

i
didasarkan pada

mempelajari

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan
atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.?®

Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan

26 Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.
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dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa

disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.?’
Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:
1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto,

P
UHISSULJ&

3. Sumber Data?-.n

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber

pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data

27 Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
h.1.
28 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,
Jakarta; Huma, 2002, him. 147. Lihat juga Joko Purwono, Metode Penelitian Hukum, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, h. 17-18.
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yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Bahan Hukum Skunder yaitu -.ra'i"'f:'-"-. i:

| 9
3) '*H “',-'M!Lﬁﬁ'“’ LA
4) Ensiklope wtlluy I.gl simela

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya Metodologi Penelitian Praktis,
pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh
data yang diperlukan®® Pengumpulan data merupakan langkah penting yang
digunakan untuk menghasilkan data pada penelitian, oleh karena itu dalam

pengumpulan perlu diperhatikan kevalidan data tersebut.

29 Ahmad Tanzeh, 2011, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta, Teras, h. 83.
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Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan
data sebagai berikut:
a. Observasi Lapangan
Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara
langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang

ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung

aran.itu suatu fakta dan benar.

& [
baru, karena popt U N ﬁ g 3 U ke ﬂ, : f‘ostpositivistik karena
berlandaskan pad'iq_l ‘:“fu'*‘fy Iiﬁ%‘fﬁ&ﬂ.ﬁ_ﬁ:ﬁlbt} /

i
artistic, karena pro%e'S‘p'mFﬁﬂ’an‘leb'rf?b

sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan

but juga sebagai metode

ang berpola), dan disebut

interprestasi terhadap data yang ditentukan di lapangan®® atau dapat dikatakan
analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh

melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah

80 Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung,
Alfabeta, h.7
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seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan
yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi,
menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang
diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh

data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

gl
!, H ! S 5 ! H *- ﬂ.i Penelitian, Sistematika
mellel)l g0l lelunsla

BAB Il . Tinjauan Pustaka, memuat tentang Pengertian Tindak Pidana
Penggelapan, bentuk dan jenis-jenis tindak pidana narkotika,

disparitas pidana.

BAB Il : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang Dasar

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi
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terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana Narkotika di Kota

Batam.

BAB IV : Penutup, merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan serta

saran-saran terhadap permasalahan penulisan tesis ini.

T ol

=
-

UNISSULA
":t:ﬂ'!"ﬁ'-y]é_ﬁebl s I.?-
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Narkotika
1. Pengertian Narkotika
Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit,

dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).®

helemahkan atau

membius at? ) Y & ﬁl ika dan bahan-
bahan zat | m /ﬂ & manusia, jika
dikonsumsi d : % / 'ébabkan kematian.
-. <4t >
ekonomi, sosial b g"t':ktllg‘;g"" t-t

\ i

i
A Y
®
Narkoba memgp f"-‘"r'-'r‘r"-"‘f"'-“"?"?r--'--ew-----'-m-- 3, dan pengaruh terhadap

secara fisik, psikis,

tubuh.® Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba

mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya

31 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya, Erlangga, Jakarta, 2010,
halaman 16.

32 Hasan Sadly, Kamus Inggiris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2000, halaman 390.

33 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidan Nasional,
Rajawali Press, Jakarta, 2008, halaman 78.

34 Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan
Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Online Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1,
April 2011, halaman 439.

35 Subagyo Partodiharjo, Op.Cit, halaman 16.
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toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.*® Ketiga
sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari
“cengkraman” nya.

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat
menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek stupor (terbius). Narkotika
secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan

atau mengurangi rasa sakit.>’

a9
Astldanl |@‘-:-T:r!ﬂpzl...;1::=;1@ fenisi narkotika sebagai

pembiusan atau dapat

menurunkan kesadaran.®° Istilah narkotika yang digunakan bukanlah “narcotics”

pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drag” yaitu sejenis

36 |bid.

37 Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, Amzah, Jakarta, 2016, halaman 173.

38 Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghali Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 17.
39 Masruhi, Islam Melawan Narkoba, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000, halaman 13.

40 spedjono, Patologi Sosial, Alumni, Bandung, 1997, halaman 78.
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zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu
pada tubuh pemakai, yaitu :*!
a. Mempengaruhi kesadaran.
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku
manusia.

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan

rangsangan sex) da'bulkan halusinasi (pemakaiannya tidak

ZZ

mampu mem fiayalan dan kenyataan, kehilangan
..-_.". '\._\.

s
\ &2
Sifat zat \ @ Hq ﬁ q.g -‘x;."h W e ﬂ sehingga menimbulkan

perubahan pada e 1*"“*»‘1!5’ I@ﬁqﬂﬁlﬂ--lﬁz"ﬂf!@- esadaran, halusinasi, di
i
samping dapat diéﬁﬁﬁk&h‘ﬂh‘rﬂk‘perﬁbi an. C

disebut dengan dadah. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.**

aysia benda berbahaya ini

Narkotika adalah sejenis zat/obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat

mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat

4! Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 16.

42 AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, halaman 3.

43 Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 16.

44 bid.
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mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat
mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta
mengganggu kesehatan.*

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan "//,/\w menimbulkan ketergantungan yang

g hanya dapat digunakan
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan
dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang

mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika Golongan 11

4 Masruhi, Op.Cit, halaman 1.
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Narkotika Golongan Il adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan
yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi
dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai
potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan Il

Narkotika Golongan 11l adalah narkotika yang berkhasiat

pengobatan dan banyaK.' nakan dalam terapi dan/atau tujuan

A\

serta  mempunyai potensi ringan

UNISSULA
'- el 151 winela
e}

singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu

aun menyerupai daun

ganjil, yaitu 5, 7, 9. tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di
Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan
lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap
masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah.

Namun, tidak demikian bila dengan dibakar dan asapnya dihirup.
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Cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur
dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap. Ganja
terbagi atas dua jenis :*°

a) Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat,
yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
b) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah,

biasanya digup kan. untuk pembuatan rokok ganja.

perubahan Kimia.

c. Opiat atau Opium (candu)
Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan Papaver
Somniterum, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang

disebut “ikkanshu”, di Cina dinamakan “japien”.*® Ketika orang

46 Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 24
47 AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 16.
48 Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 16.
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menggunakan zat ini dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami
pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, mengalami kerusakan
penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan
ginjal, risiko tinggi terkena virus HIV dan hepatitis sebagai akibat infeksi
penggunaan jarum suntik yang tidak steril.*

2) Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis.adalah narkotika alami yang diolah dan
__r-./ a0 r mem|I|k| khasiat yang lebih kuat

&P
\ U “‘*ﬂ E E g W.' l ﬂ, selalu  memerlukan
1 Mu'ﬁ!vy l;{;ﬂfﬁuéﬂ.q‘&ﬂﬁﬂ@.

I opium dan merupakan
alkaloid utama dari opium (C17H19NO3) Ketika digunakan rasanya
pahit. berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan

berwarna. pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.®!

49 AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 4.
50 Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 23.
51 AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 4.
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Dalam penjualan di farmasi bahan morfin di campur dengan bahan
lain, misalnya tepung gula, tepung kina dan tablet APC yang
dihaluskan.® Sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut :>3

a) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya
cukup dengan 10 gram.
b) Menolak penyakit mejan (diare).

o

Batuk kerin‘ ak mempan codeine.

o

. - P
Dipakai sebel mbedahan.

igunakan maka akan

fumemmb 255 ergantungan phisis bagi si pemakai. Dari

"""'u“«'-"-u ' #i“ﬂ."mmw‘fﬂ 'bersama antara morphine dan

odeine, efek kodeine lebih

lemah dibandingkan heroin.

b. Kodein (Codein)

52 Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 23.
53 lbid.
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Termasuk turunan dari opium. efeknya lebih rendah daripada
heroin dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya pil atau cairan
jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan.>

c. Heroin
Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, seperti telah

disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine,

morphine dan opium. Hero 't juga dengan sebutan putau, zat ini

a bi '///\ ebihan dosis, bisa mati seketika.>®

serbuk tadi jadi _Ciri-ciri cocaine antara lain adalah:%®

i. Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar.
ii. Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa

Timur.

54 AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 4
55 Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 24.
56 AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 5.
57 Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 24.

58 |bid.
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iii. Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 meter.

iv. Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu,
tumbuh satusatu pada cabang atau tangkai.

v. Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau

merah saja apabila sudah dimasak.

3) Narkotika Sintetis

a*‘f*”'iﬂ” Sy,

qr.“lj an obat un perasi kecil, sunat dan

. v
3. Tujuan’ uNﬁﬁ*@ULA

LT L
Tujuan darillt ﬁm&”'iﬂg:‘uﬂ}-ﬂ:ﬂﬂ?!‘@ dang ini adalah:

1) Menjami ingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2) Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari

penyalahgunaan Narkotika.

3) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika.

5% AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 5.
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4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi
penyalahguna dan pecandu narkotika.
Dibidang pengobatan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan
indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan Il dangolongan 111
dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien.Pasien tersebut dapat

memiliki, menyimpan, dan/atau Narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut

efawan hukum, bahkan yang
diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir
ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh- sungguh terjadi (onrecht in

actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in

80 H. Siswanto S., Op.Cit., Hal. 29
61 Sudarto, Op. Cit, Hal. 99
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potentie). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan
hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga
sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem
penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturutturut
sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistemsanksi hukum

administrasi (tata usaha negara). Ketiga.sistem penegakan hukum tersebut masing-

' /
U ;.I ﬁ E g ;n.t.r me ﬁ ' 'f\larkotika Golongan |
dalam be'iqll ‘:""'u‘«'_l;'! I@ﬁ‘?‘tﬂﬂuﬁmﬁbn g yang tanpa hak atau

||
melawan hukUﬁTrfTeTran’arTT,h‘r’é'?n thara

atau menyediakan Narkotika Golongan | bukan tanaman, Pasal 112.

1Ki, menyimpan, menguasai

2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal

113.

62 |bid,Hal. 111
63 Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, halaman 90.
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10.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114.
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,
mengakut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115.
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika

Golongan | terhadap orang_lain. atau memberikan Narkotika Golongan |

‘menawarkan untuk

W
dijual, me U mDE[IE meDer U menjad tara dalam jual beli,

menukar, "a !';’II ﬁid: '%’n?-’«qfe'm&".@k , Pasal 1109.

Setiap oran\b'yan'g'mﬁrrrﬁak%ta

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan |1, Pasal 20.

m membawa, mengirim,

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika

Golongan 1l terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan Il

untuk digunakan orang lain, Pasal 121.
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11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan
I, Pasal 122.

12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 111, Pasal
123.

13. Setiap orang yang tanpa

ak.atau melawah hukum menawarkan untuk

dijual, menjual, __eﬂ:- a,~menjadi perantara dalam jual beli,
14, ¢ yang dkata 1 dembawa, mengirim,
15. : Y aln Katat-me DT junakan Narkotika

/

. ¥ ,(,]f
16. 5 v ﬁq “ 3&@ w W—ﬂ a/ 111 bagi diri sendiri
Pasal 127, \( *"""""l“l"t"'-!fI Iéjﬁtfﬁﬂﬁlqﬁ'ﬂmw- /ang belum cukup umur,

i

i
sebagaiman'h‘dimkwd'dalam’?’ 3

Pasal 128.

yang sengaja tidak melapor,

17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika
untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau
menyalurkan  Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika,
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk
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pembuatan Narkotika, Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129.

18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana
Narkotika Pasal 130.

19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.

20. Setiap orang yang menyur memberi atau menjanjikan sesuatu,

memberikan kemudahan,

21.

WP
UNISSULA
2. Perbedaaf "'"*fuﬂ_lir !@ﬁ‘?{.hfﬂl-uféﬁehp

i
i
Undang-unda"rrg_NUm'OT_35'

ang Narkotika. Apabila

seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang

kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka

adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak

terganggu”.

Hubungan antara gejala masa Kini, yaitu adanya peningkatan dan

perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana
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yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di
bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit. Undang-undang Narkotika
mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat
sebenarnya Undangundang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP,
berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan

KUHP:%

dalam pasal 130

: dan/atau b.

2) Percobaaﬁ_atau—p'emmfak

Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam

elakukan tindak pidana

Undangundang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama
dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan
dalam Undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk

menyediakan narkotika golongan 1,dipidana dengan pidana penjara

64 |bid,Hal.97
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paling singkat4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
danpidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan
percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi
kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

3) Undang-undang Narkotika -hersifat elastis, seperti perubahan dari

5) Pengzjl 'j W l g'g u clam . " Undar narkotika

"'1'1"'51"1“"’-!3"I l&ﬁ‘:"‘;ﬂ'ﬂ:ﬁl-ﬂﬁﬂﬁ&@- but diberlakukan untuk
i
menjerat Lpirrakrpiﬁak—yanﬁ‘-

terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal

jahatan dan pelanggaran

113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak
mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti
dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai

karakteristik sebagai ancamaan atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat
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memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping
itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan
sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai
tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakann
bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan
suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang
tergantung pada tujuan atau maksug yatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak
selalu identik dinyatakan da -:---
sesungguhnya dari g.-u“.;(/f:." ) terse

%"5 | 1 A ek pilihan yang kurang

a

tepat atau's % ai kg : i s, maka adalah
, Liy

wajar apabil ano Rembange i I8 ‘agak terganggu”.
\ £ { L |

tan belum tentu menjadi alasan yang

Hubungan a '!'an perkembangan
kriminalitas dET ﬁi.dana yang tersedia
bagi Hakim d;'. U W ﬁ %s u hﬂ_ﬁ satu masalah di bidang
kebijakan pemidalia ﬂu”y ) yang cukip

C. Pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk Diri Sendiri
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan
bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun

tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada

85 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,1984.Hal. 90
%6 |bid. Hal. 98-99
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dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan
pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat
perbuatan diluar kepentingan- kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka
perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut
ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika menyatakan bahwa: ‘“Narkotika hanya dapat digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.”

menjadi 9 (s a c ahai ane Ix}angkut produksi

narkotika; 2. Ke eNy 1; 3. Kejahatan yang
\ L

menyangkut pell' I M N gs U kay A fan yang mengangkut
penguasaan nark(") fﬁﬂ"*&"-’-”lf ﬁ“q L-.-.uw-“m

6. Kejahatan yangﬁwnyaﬁgkmdaf‘m A ecandu narkotika ; 7. Kejahatan

enyalahgunaan narkotika;

yang menyangkut label dan publikasi narkotika ; 8. Kejahatan yang menyangkut
jalannya peradilan narkotika; 9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan
pemusnahan narkotika.®’

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan

Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang

67 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta : Djambatan, 2001, him. 154.
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merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengantegas dalam
Undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah
tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagibahwa semua tindak pidana
di dalam Undang-undang tersebut merupakankejahatan. Alasannya kalau Narkotika
hanya untuk pengobatan dan kepentigan ilmu pengetahuan, maka apabila ada

perbuatan diluarkepentingan- kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan

mengingatbesarnya akibat yang d 'u dari pemakaian narkotika secara

21418 I___a

Jndangundang

ikasikan sebagai

u
adalan ofaflg-y ﬂj E s tau obat yang berasal

dari tanama ;f*’l-!,w H ! #1‘?{;!'.;:}_,,,,@.;1?. ng dapat menyebabkan

penurunan aWke

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

asa, mengurangi sampai

ketergantungan.Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116, 121,
126, 127, 128, dan 134 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.®®

2) Sebagai Pengedar

%8 |bid, HIm. 4
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Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika
adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika.
Akan tetapi secara luar pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan
berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut,
menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor
dan mengimport narkotika. Kemudian secara normative menurut ketentuan

UndangUndang Narkotika maka.pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113,

il

L
U N‘ ﬁ @ s u alal ﬂ / angundangan tersebut,

% “:"'-'gu‘fljr l@ﬁ:ﬁf’.‘ﬁiﬂ-}!?ﬁrﬂ.@- elihara, mempunyai dalam

i
persediaan, rﬁ'e'm"rITki,_rrTe'ﬁmipﬁTt

koka atau tanaman ganja. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah,

I tanaman opium, tanaman

mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
Dilarang secara tanpa hak menyimpan untuk dimiliki atau persediaan untuk
menguasai narkotika.Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor,

menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,

% |bid, HIm. 3
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menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika.
Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau
memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. Dilarang secara tanpa

hak, menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.”™

3. Penyalahgunaan Narkotika

U w “ Ei;'ls u [ah A / tentang Narkotika

LT L3
*““’JJ-"“-!{ léﬂé;”ﬂfﬂm}ﬁﬁﬂ'ﬁ}e Narkotika tanpa hak atau

melawan hukum.”
Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai

adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian

70 Syaiful Bakhri, Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan
Hukum Pidana, Jakarta, 2012,Penerbit Gramata Publishing, HIm. 125., dalam bukunya (Andi
Hamzah dan RM. Surachman, kejahatan narkotik dan psikotropika, Jakarta, 1994, penerbit sinar
grafika, HIm 26-27)

1 Djoko Prakoso, Bambang R. L., Amir M, Kejahatan-kejahatan yang merudikan dan
membahayakan Negara,Cetakan |, Jakarta,2009, Bina Aksara. him. 489.
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pecandu narkotika adalah seperti yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :
“Pecandu  Narkotika adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu

narkotika sebagaiman diatur di dalam Pasal 1 butir 14 UndangUndang Nomor 35

an gejala fisik
) ian narkotika
f

secara teru 3 ARk 5 : ada narkotika,

terdorong oleh I' lasrat can nafsu ynagbes: w ukmer akan narkotika, karena

|1 . &
terpikat oleh kenikm AL -!1’ !& ,.i'.'.-"!: =v1r=fi=-"ﬂf='pri_¥- I dapat mengakibatkan
i

i
perubahan perang"a’i_da’min'gm “faku.

kebergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman

pisa disebut mengalami

narkotika tersebut karena,apabila tidak memakai narkotika, akan merasakan siksaan

badaniah,seakan-akan dianiaya. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong

seseorang untuk melakukan kejahatankejahatan, untuk memeperoleh uang guna
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membeli narkotika. Kebergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat
menimbulkan gangguan padakesehatan.”?

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan
menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian
dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya
hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika.

Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok

&
CNISSULA

ﬂu”"’y !@,“et’ﬂ-‘?lﬂfﬂﬁiﬂ@- dipidana dengan pidana
i
penjarapaling lama 4 (e

b. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan

2 Rachman Hermawan S, Op. cit, him. 11.
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan
Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban
penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial .

Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku

tindak pidana narkotika, namun di dalam keadaan tertentu pecandu

narkotika dapat berk ,,///\
disengaja atau kelalaian,

ahwa ---“(// D i
i i&m ? 30("‘\ alam,dan semuanya
¢ ’ﬂ' ) 2 N -

/ orel serta sifat

-& .mu--- , atak gai korban dari
f
alangunae rka ANG

'f<uknnya sendiri,

arah korban. Iswanto menyatakan

IP&

ihanyjika-sanke aku tindak pidana ini

uw;g&uiﬂ arkotika yang lain.
b) Hakim yan i erkara Peca arkotika Dapat:
a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Narkotika; atau

3 H.Siswanto S, Op. Cit, him. 8
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b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi
Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperhitungkansebagai masa menjalani hukuman “.Sejalan dengan

ide pemikiran reh"si terhadap pecandu narkotika di atas,

i
D. Pertimbangan"‘FIa‘k'rrrrdaflam Putusan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim
Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang
akan dijatuhkan kepada pelaku. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para
hakim yaitu ketidaktergantungan mereka. Tidak ada pihak yang berwenang untuk
memberikan petunjuk-petunjuk keada seorang hakim dalam suatu perkara. Jaminan

ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia
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Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

telah menjadi ketentuan uni ,«/ snjadi ciri suatu negara hukum.™

menimbulkan S
hakim untuk ilai hukum serta rasa
keadilan yang hi ':*'-“E'LL%? Iﬁféﬁ,!l?g.-@:ﬁﬂﬂ:?- cantum pada Pasal 5 ayat
D Undang-undané"‘PUmk‘Kekuasaarﬁ(

Sebagai pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada

resiko kesalahan penngambilan keputusan, kesalahan dalam mengambil keputusan
akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam mengkaji

keputusan hakim vyaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah

74 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, Hal. 94.
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sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara
pidana benar atau salah.

Di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana.
Selain itu, hakim juga memeliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya
pemidanaan karena yang ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan adalah
batas maksimal dan minimal. Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Pasal
12 ayat (2) menyatakan pidanna q

-".-.

lama yaitu 15 (lima belas) ta huh!

paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling

adanya kebebasan hakim,maka hakim

faktor yang m ﬁj N’ ﬁ 33 w ata ﬂ g ahkan masyarakat,
merugikan negaré'*,ll ‘;ﬂ’u""y léﬁbwh /
i
Pernyataan hﬁk’rm‘yan‘g—dm'cap I engadilan terbuka, yang

daat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam

hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini merupakan definisi dari
putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri

yaitu putusan pemidanaan.

75 Yusti Probowati Rahayu, Diballik Putusan Hakim, Srikandi, Surabaya, 2005, Hal. 42.
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Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang
dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum
memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum
pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam
persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada

saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi

menjadi 3 kategori yakni, pe an yuridis pertimbangan non-yuridis dan

L
A\ Dekwaen adalah-sutet atau, akte ahg memuat rumusan
e ?‘:"’!.uaa'g |£ﬁ4ﬂ:ﬂﬂluﬁme[~§h ‘/

i
dan ‘ditarik dari hasil pemerikasaan pe yidikan, dan merupakan

dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka

iakwa yang disimpulkan

pengadilan.”” Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana
karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan

(Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat

76 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer.Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2007,
Hal.212.

77 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 65

58



dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat
formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga
memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak
pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2)
KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan
pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif

maupun subsidair.”

ersebut di atas.63

 egyDsgn E'E tuntuitan, oleh jaksa penuntut umum
#ﬂm’?!%ﬁ IurLEHH’VA‘vﬂTlp 3 ,

enuntut umum dengan
dalam persidangan, yang
disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan
oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada
tuntutannya di dalam requisitoir itu biasanya penuntut

umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur- unsur

78 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
Hal. 125.
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tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan
memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

2. Keterangan Saksi
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara
pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri, dan _ia.alami sendiri dengan menyebut alasan dari

gan saksi merupakan alat bukti
3184 Ayat (1) KUHAP huruf

enal suatu peristiwa

ndiri dan alami
ang pengadilan
ﬁ:_:;an saksi yang
.n yang merupakan

u N i gs u Lﬂ aan yang diperoleh dari
\ ?ﬂiuﬂ»!«?!éﬁ‘?huﬂhﬁthl;ﬁv Jinilai sebagai alat bukti

ini dalam hukum acara
pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium.64
b) Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e
Keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti.
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di
sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui

sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189
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KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan
dalam bentukpengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun
keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan
yang disampaikan oleh para saksi.

Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas
pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun

terdakwa dapat meliputi

“ p@ ﬂ g‘% Ej i ‘.‘r‘ ana atau barang sebagai
Eﬂ&mﬁ?'&ﬂirlw;@::mal@ ./

dang pengadilan. Barang

ini disita oleh penyidik

yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang
pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi,
keterangan ahli, dan keterangan terdakwa  untuk

membuktikankesalahan terdakwa.”®

2) Pertimbangan Non Yuridis

7% Ansori Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, Hal. 182.
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Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan
putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan
yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam
pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non
yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.
Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah
tanggung jawab hukum yang ditakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup

kalau hanya didasarkan \. atif, visi kerugiannya saja, tetapi

1N .0 Iakangi anak dalam
ata ( it dipertimbangkan

o
¥,
E elakang social
)

¥
U N ﬂ S E; W eNj ﬂ ﬁa sedangkan aspek

c"‘""uﬁ"g Iiﬁ?{ﬂ?ﬂﬁlﬂﬂ‘ﬂﬁﬁh sbab seorang melakukan

aku anak yang melakukan
tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan

putusan yang adil 8!

80 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 20.

81 |bid.
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3) Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan Penjatuhan pidana
terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-
hal yang memberatkan dan meringankan. Halini memang sudah
ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan

putusan pemidanaan memuat keadaan yangmemberatkan dan yang

meringankan terdakwa.

&P
u N ﬁ s 3 U 2 yang| Kan kepadanya karena
Mwﬂy | ‘iﬁ‘?{r"uﬂ .m_*.‘%.‘.ﬂ#',i}'-- 1bah sepertiganya.”

n (Itieuiu'ive)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur
secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur
secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu
baik yang berupa kejahatan di dalam Buku Il maupun yang

berupa pelanggaran di dalam Buku Ill. Disamping itu

82 E. Utrecht, Hukum Pidana Il, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hal. 137
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KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan
yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem
Recidive ~ Khusus  artinya  pemberatan  pidana
hanyadikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak
pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang

dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

aploop. Samenloop adalah satu

&3
w N ﬂ fe E U Lﬂ. dari deelneming (turut
M&ﬁ?'éﬁdﬁ”&l@:ﬁmb@ adalah orang yang

\_rmm‘kum
b) Hal-hal yang meringankan Menurut Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) alasan- alasan yang meringankan
pidana adalah: 1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3). 2) Membantu
atau medeplichggheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)). 3) Belum dewasa

atau minderjarigheid (Pasal 47).
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Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam
persidangan adalah:®® 1) Sikap correct dan hormat terdakwa
terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga
memperlancar jalannya persidangan. 2) Pada kejahatannya tersebut
tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik. 3)

Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas

&9
VHISIULA

2. Pengertian
Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk

tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan dalam Praktik

83 J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Setara Press, Malang,
2009, Hal. 302.
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yang dikeluarkan Kejaksaan Agung R1 1985 Halaman 221.84 Sedangkan pengertian
putusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yaitu:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
Undang-undang ini.”

Ada juga yang mengartikan Putusan (vonnis) sebagai VVonnis tetap (definitief)

(Kamus istilah Hukum Fockema Andreae). Rumusan-rumusan yang kurang tepat

pengadilan 3 - : ahkan dengan

Keputusan ¢ gtae ' : /3 emahkan dengan

diterjemahkan’@

UNISSULA
3. Proses Per ﬁui’u&_ﬂé"""("“ﬂlﬁhﬂh

k!
i
Penjatuhan putusan merupakan s

hukum yang paling menarik perhatian publik. Mengenai putusan apa yang akan

I dalam proses penegakan

dijatuhkan majelis hakim, tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari
surat dakwaan yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan segala sesuatu yang

terungkap selama proses persidangan. Berkaitan dengan proses penjatuhan putusan

84 Leiden Marpaung, Proses Penanganan Perkaara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri,
Upaya Hukum & Upaya Eksekusi), Jakarta, Sinar Grafika, 2010, him.129.
8 Ibid, him. 129 - 130
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oleh majelis hakim maka berlaku ketentuan di dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP
yang menyatakan bahwa pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis hakim
merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan
sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Putusan diambil dengan suara terbanyak;

b) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan

apat hakim yang paling menguntungkan bagi

yang dipilih adalah penc

Terdakwa”. -

¥
@ ‘@ l E"» E u ulis ﬁ 0 perkara yang sedang

il "’l"fu‘i"-jp !E..j#i:.?ﬁjﬂlut::'ﬂ#l@- visahkan dari putusan.

pat dicapaimufakat bulat,
pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung”.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim harus terlebih

dahulu dapat memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang
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didakwakan, memahami unsur-unsur dari kesalahan beserta kemampuan
pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri pelaku.

Berkaitan dengan proses penjatuhan putusan oleh majelis hakim M. H.
Tirtaamidjaja, mengutarakan bahwa Sebagai hakim, ia harus berusaha untuk
menetapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan si tersakwa
sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, ia

harusmemperhatikan:

i, /
WIS ST

5. al ""”uﬁ“&"év‘ﬂ"ﬂiﬂ-ﬁmh idana itu;

a itu (apakah ia menyesal

tentang kesalahannya ataukah dengan keras menyangkal meskipun
telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya);

7. Kepentingan umum. (hukum pidana diadakan untuk melindungi
kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menurut
suatu  penghukuman berat pelanggaran pidana, misalnya

penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu Negara dalam
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keadaan ekonomi yang buruk, merampok pada waktu banyak
terjadinya perampokan).8®
Andy Hamzah mengatakan, setiap keputusan hakim adalah salah satu dari
tiga kemungkinan:
1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib;
2. Putusan bebas:

3. Putusan lepas dari segala.tuntutan hukum.®’

\ ¥
sejauhmanakar'nll perkara pidena telah diperiksa o /;

Berdasarkan | "ﬁﬂ'l'!-gléfh CUHAP tanat kit:

etahui bahwa ada dua

macam sifat Putusan yaitu:
a. Putusan pemidanaan, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan

meyakinkah telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

86 |bid, him. 139-140

87 Andy Hamzah, Op.cit, him. 285.

88 Karjadi,R. Soesilo, Kitab Undang —Undang Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor 1997,him.234
89 yyli Isnandar, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi
di Pengadilan Negeri Karanganyar),diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya
,2008. Hal.30.
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kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai
dengan ancaman pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

b. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam
yaitu: Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari
segala tuntutan hukum.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu

&
perkara yang di \ U W E L[‘I“’g u Lﬁ. / AN dasar pertimbangan
hakim maka kita'l,ll ‘;ﬁﬂuﬁ“&ﬂ“@?ﬂi"”r‘i@hﬂh emukakan oleh Wiryono
i

Kusumo, yaitu:

“Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar
putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara.
Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka
orang kemudian dapatmenilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
77 Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan
hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari
cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan.
Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat
putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.
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Sehingga dapat dikatakan dasar petimbangan merupakan, argumen yang
menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis
hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan
putusan kepada terdakwa,dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki
kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab

semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah

putusan,akan mencerminkan sejauh.. .,,. keadilan yang ada di dalam diri si

hakim yang membuat putusa /

sendiri kedudukan seof (g mengadlll dan memutus

i [tu berkaitan dengan keadilan itu

perkara har ar=hei hak di dalam

ektifan hakim

L
UNISSULA
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pedoman Ketentuan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi
Pada proses peradilan yang sedang berjalan atau berperkara dipersidangan,
semua pihak yang berperkara dan diadili akan menuntut untuk diberikannya

keadilan dan kebenaran, untu apainnya kebenaran harus didasarkan kepada

adle
'E *“v-. e encapai suatu
o-u--o'!! 1 are ng hakim harus

dapat merdeka da s dnnye,_pendirian tersebut berupa

hakim melalui-t akas@ ﬁ 1
G /
I cdRa 9

mendapatakanll"ul u N E 5 E W | at ﬁ, ang yang berperkara

mencoba untuk me ‘“fLL‘t‘J'_J Iiﬁéﬁ:ﬁﬂ:ﬁl-@?ﬂ-ﬂ,@- nenguntungkan sepihak,

i

i
hal ini dianggap 'ti'd’ak_a'danya_keadﬁ an datam ke san hakim tersebut dan

dianggap putusan tersebut hanya ditujukan untuk memenangkan pihak lain yang

sedang berperkara.

Kemerdekaan seorang hakim dalam mengadili, memeriksa perkara dan
menjatuhkan putusan sangatlah penting untuk dapat menjadi putusan yang adil dan
telah sesuai dengan keyakinan seorang hakim atas putusannya tersebut dan putusan

tersebut juga memiliki tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Pada saat sebelum memutuskan suatu perkara hakim akan terlebih dahulu
akan mempertimbangkan putusannya pada pertimbangan yuridis dan non yuridis
yang merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana telah sesuai
dengan tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan-pertimbangan yuridis dan
non yuridis ini akan mejadi pedoman hakim dengan melihat fakta-fakta yang

terjadi selama proses persidangan dengan berbagai alat-alat bukti yang berupa

Pertl; baric ing dale sidand ritama kepada hakim,
.-"
meIaIU|" ner 5 pun penemuan

D)
dalam proses U N i 5 epel u I— & . idana narkotika yang

1 EEY
masih menajalani pro vJ“L"E l-" ‘*ﬂ,r'ﬁmﬂnﬁh{qﬂ an kebebasan mengadili
i

perkara yang beraémmmdaﬁg:unﬂ%n A ertaku perkara narkotika tersebut.

Pertimbangan putusan yang akan di jatuhkan oleh hakim, hakim akan
menyususun rangkaian hukum yang berdasarkan teori-teori hukum, fakta-fakta
dalam persidangan dan melakukan penafsiran hukum secara deduktif dan induktif
dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan atas terbukti atau tidaknya suatu
perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan jika dalam

pertimbangannya meyatakan semua unsur dakwaan yang diajukan oleh penuntut
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terbukti atau terpenuhi, maka hal tersebut dapat disimpulkan hakim telah meiliki
keputusan bawa semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan dan terdakwa akan dibebankan dengan pemindanaan
yang setimpal dengan perbuatannya.

Perbuatan tindak pidana narkotika telah diatu di dalam UndangUndang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diatur pada Pasal 111 sampai

.-slélr.d!-- A 3 ,liejahatan dalam

caman n dunis internasional

y dan harus tepat dalam
\ /
Il aleYa( [l 1

menanggulangnll \ W W i 55 ‘j EA / dampak fatal bagi

1 - j- ; L] L1 ]
peredaran gelap re ""'"’J’L";-'] !&ﬁd.igﬂiuq;tml@r a5

i

i
bangsa, jika saja pé‘rTeTUS‘bEn'g’S’a‘adaIﬁh- ene

pecandu narkotika maka itu akan berdampak buruk bagi perkembanagan suatu

enajadi penyalahguan dan

bangsa karena sumber daya manusianya telah rusak oleh kecanduan narkotika. Hal
lain yang di khawatir kan adalh adanya penyakit mrnular yang disebabkan
penngunan narkotika secara menyuntikkan cairan kedalam tubuh dan mengganan
jarum suntik secara bergantian dengan begitu akan mudahnya perpindahan virus

yang berbahaya.
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Menurut hemat penulis peredaran gelap narkotika sangat membahayakan
karena dapat dengan mudah terjadinya transaksi jual beli narkotika dalam
bentukapa pun dan dapan menimbulkan para pelaku penyalahguna narkotika dan
para pecandu narkotika, penyalahguna narkotika adalah mererka yang dianggap
sebagai kejahatan tanpa korban atau victimless crime dapat diartikan bahwa para
pelakunya ahnya akan merugikan dirinya sendiri dengan perbuatannya yang telah

menggunakan narkotika kepada tu ereka namun, para pelaku tidak pernah

L]
o
-
‘ >

.III ‘ f
diperlukan soluis w N W i_.g" u 1‘1 , !f<a dengan pemebrian

L ]
pemidanaan yang tep: "--l'l-'e‘-“-y '%&ﬂeﬂ.mg‘-:ml_@- g Nomor 35 Tahun 2009
i
i

Tentang Narkotika

an sanksi rehabilitas yang
menjadi hal wajib diberikan kepada merreka yang pecandu dan penyalahguna
narkotika, hal ini mejadi langkah yang tepat bagi pemerintah karena melihat para
pelaku penyalaguna narkotika dan pecandu narkotika adalah korban sesungguhnya
dari peredaran gelap narkotika.

Penyalahguna dan pecandu narkotika walaupun mereka telah dinyatakan

sebagai pelaku tindak pidan narkotika tetapi mereka juga secara langsung adalah
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korban yang harus di selamatkan atau disembuhkan dengan cara memberikan
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal ini dianggap tepat karena mereka
sedang mengalami penyakit berupa kecanduan narkotika yang dapat
mengakibatkan dampak buruk bagi tubuh mereka dan lingkungan sekitar.

Pada Pasal 54 dikatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahguna

narkotika wajib mejalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dengan adanya

dan penyalahguna

narkotika, daf4 gadifan, adaght / yang dapat hakim
/

menjadi pertimba Ej W i g g"' U put ﬂ abilitsai seperti Pasal 54

sampai dengan Pa fﬂu‘ﬁg!@?{:}uﬂmﬁﬁﬁ!@- 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, kesemuha_Pa'S“al_IETS'Ebutﬂm erikan pertimbangan kepada hakim
karena penyalahguna dan pecandu narkotika mereka lebih memerlukan putusan
pemidanaan berupa tindakan dari pada pututsan pemidanaan yang memberikan
efek jera dengan menahan mereke di LAPAS dikarenakan akan memiliki dampak
negatif bagi kesehatan dan juga kejiwaan mereka karena tidak stabil akibat

pengaruh dari penggunaan narkotika, pidana tindakan untuk pecandu dan
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penyalahguna narkotika berupa program rehabilitasi medis dan rehablitasi sosial
dari pemerintah.

Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang
meiliki makna bahwa hakim dapat memeritahkan bagi pecandu yang terbukti atau
pun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk menajalani
pengobatan dan/atau perawatan melalaui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosoial.

Pada ketentuan pasal pasal 103 tersebut hakim diberikan wewenang untuk dapat

mangambil tindakkan yang sannya kepada para pecandu

]
e

narkotika namun, bukai s ghiraukan apa saja fatka-fakta

yang terjadi '-..
.

.III ‘
Undang-Undang u N ﬁ n.g g w ng ﬂ 2'memberikan perintah

i

kepada orang tué, ﬁuﬂg’ﬁ"&ﬂﬁuﬁ‘iuﬁmﬁ”ﬁh Ketentuan Pasal 55 Ayat
i

(1) dan Ayat (2) ljhUHﬁg'Umﬁg No

1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib

2009 Tentang Narkotika :

melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh
Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
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2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah
sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua ayat
yang disebutkan diatas mengharapkan dan adanya keikutsertaan keluarga

untuk membatu pemerintah_dalam menanggulangi penyebaran narkotika

yang dikhususkan .-u"#///'/\\” otlka hal ini juga dapat sesegera
K K pat untuk mengajukan
LAl

narkotika dan jt

W w l gg u K‘-ﬂ ah menajalin putusan
I". s lbgl I 5 |
pengeadilan dengan tinda s‘f @ﬂ:ﬂﬁiﬁ‘-tm £hih tepatnya residivise.

i
Pemerintah juga mengeluarkan

menetapkan pemakai narkotika kedalam panti terapi dan rehabilitasi, serta juga

7 tahun 2009 tentang

dikeluarkannya SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan korban
penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitas
medis dan sosial, dengan dikeluarkannya kedua SEMA tersebut pemerintah
mengaharapkan dan lebih meyakikan hakim untuk dapat menjatuhkan putusan

pengadilan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu dan
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penyalahguna narkotika dengan mejalani perawatan dan pengobatan selama masa
program rehablitasi berjalan dengan tujuan untuk dapat memulihkan diri dan dapat
kembali kekehidupan sosial yang lebih baik.

Pada ketentuan beberapa Pasal yang sudah disebutkan diatas, peran hakim
sangatlah penting dalam penjatuhan putusana terhadap pelaku tindak pidana
penyalahgunaan narkotika. Dikarenakan hakim putusan dari hakim harus lah

berlaku adil dan memiliki pengaruh. tel adap terdakwa, pengaruh tersebut berupa

enuiSHe 0 \
untuk - membe il ’ ’ 0 kepa € pecandu dan
g K » ¢ » 1dal E A Al

dan proses

pengobatan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi kepada
Pengguna Narkotika

Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu tindak pidana yang sering

terjadi di Indonesia banyaknya faktor-faktor yang menjadi penyebabnya

diantaranya bergaul pada lingkungan yang membawa pengaruh negatif dimana
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pada lingkungan tersebut banyak yang menggunakan narkotika, dipengaruhi atau
adanya ajakan dari orangorang terdekat seperti teman yang mengajak untuk
menggunakan narkotika, terjadinya stress atau mengalami tekanan hidup yang
sangat berat dan dapat dengan mudah menggunakan narkotika.

Peredaran narkotika haruslah diawasi dengan sangat ketat dikarenakan
penyumbang pengguna narkotika terbesar ada pada kaum muda, hal ini dianggap

sangat mengkhawatirkan dikarena kag:para generasi muda lah yang akan menjadi

S
-'-.-.
do Gl
-

&
UNISSULA

LT L
Data Kasus Penyg ””"'uf’y !&ﬁgﬁ:i'ﬂﬂﬁﬁfml@.

dan Pidan J an Negeri Batam
No. Tahun Rehabilitasi Medis dan Penjara Jumlah
Rehabilitasi Sosial
1. 2022 12 75 87
2. 2023 59 151 210
Total 71 226 297

Sumber: Pengadilan Negeri Batam

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari website resmi Pengadilan Negeri

Batam, telah menunjukan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi banyak sekali kasus
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penyalahgunaan narkotika yang berjumlah 210 kasus yang ada di Pengadilan
Negeri Batam tersebut, jumlah yang sangat besar dimana para penyalahguna
narkotika di hukum dengan dakwaan pidana penjara dengan masa tahanan yang
beebeda-beda setiap kasusnya, sedangkan dakwaan rehabilitasi tidak ada
setengahnya dari dakwaan pidana penjara.

Perbedaan yang sangat jauh tersebut tentulah menjadi pertimbangan

o v
Kasus Posisi '-. u “ l $ s u '- A
:"'?Jl-!y |é¢r‘?{-.‘,%”.¢-byﬂﬂ:!l:§n 3

b. ldentitas Petaku

a. Nomor Pui

Terdakwa 1
1) Nama lengkap : Nornatasya Binti Ruhazat;
2) Tempat lahir : Tebing Karimun;

3) Umur/Tanggal lahir  : 21 Tahun/28 November 2001,
4) Jenis kelamin : Perempuan

5) Kebangsaan : Indonesia
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6) Tempat tinggal : Tower B Nagoya Mansion Lantai 12 Unit

1218 Kec. Lubuk Baja — Kota Batam;

7) Agama : Islam;

8) Pekerjaan . Swasta;

Terdakwa 2

1) Nama lengkap : Azhari David Yolanda, S.H., M.H. Bin Jefri;

2) Tempat lahir

in/20 Januari 1990;

Blok C3 No. 20

nti RUHAZAT bersama-
sama dengan Terdakwa 2. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin
JEFRI pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB
atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Januari tahun 2023 atau
setidak-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Kamar 511 Hotel
Pasifik Kel.Sei Jodoh Kec.Batu Ampar — Kota Batam atau setidak-

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
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Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, “mereka yang melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta
melakukan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira
05.45 WIB Para Terdakwa tiba di parkiran Hotel Pasifik lalu bersama-

sama masuk ke Kamar 511 Hatel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar

-".-.

atu) orang laki-laki

D)
yang tid U w l 55 U &ﬂ, Ker lalu menyerahkan 1
W Azl !éﬁ!':ﬂ!:‘ﬂi«ﬁ?:@nl@- ibungkus plastik klip

i
transparanLdHn_dTUngkus’ ﬁgf warna putih. Setelah itu

Terdakwa 1 meletakkan narkotika tersebut diatas meja dalam Kamar 511

Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar — Kota Batam yang

rencananya akan dipakai bersama-sama, namun sekira pukul 08.00 datang

petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri

untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
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perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan
| jenis sabu tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/10221/2023
tanggal 26 Januari 2023 dari kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Kota
Batam yang ditandatangani oleh Wahyul Amri selaku Pimpinan Cabang

dan Syarthuni Raflis selalg Penimbang diketahui 1 (satu) bungkus serbuk

"?x. 'inalistik No.

i
Perbuatan"[@rda’kwmb’agai ana dia an dirancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 111 ayat (1) UU Rl Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika
Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

d. Alat Bukti

1) 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus

plastik klip transparan dan dibungkus kertas warna putih;
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2) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna biru serta kartu
08126868689;

3) 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Karimun a.n. NORNATASYA,
dengan NIK 2102056811010001;

4) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam serta kartu nomor
081268881897,

5) 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. AZHARI DAVID
YOLANDA, S.H., M.H, NIK 2171102001909008;
Rambut Kepala _o..,n Depan dengan berat Netto 0,46 gram;

2l 4 erighe 15 -Undauig Unda

\\ Feebled/iZonlsy ol
'.II =
atau melawan hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa | Nornatasya Binti

Ruhazat dan Terdakwa Il Azhari David Yolanda, S.H., M.H Bin Jefri,
bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia
sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki
kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya,
dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna”

dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukkan
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kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika
dan dari pengakuan Terdakwa ketika diinterogasi Terdakwa diketahui
tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang
berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika Golongan
| jenis key (mengandung Metamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapatiunsur “Setiap Penyalah Guna” ini telah

terpenuhi;

u N g .’.:.E u lﬂ m Undang-Undang RI
fﬁfl"lﬂﬂuy 5!ﬂﬂj¢*ﬂ£h

persidangan terungkap fakta

bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira 05.45 WIB
Para Terdakwa tiba di parkiran Hotel Pasifik lalu bersama-sama masuk ke
Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar — Kota Batam
yang rencananya Para Terdakwa akan memakai narkotika bersama-sama
di kamar tersebut. Setibanya di dalam kamar dan Terdakwa 2 tidur,

sedangkan Terdakwa 1 mengirim pesan kepada sdri. Beb Als Tiwi (DPO)
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dan mengatakan “Beb dimana batrai ku low bet, kalau sudah sampai naik
aja ke atas kamar 511 atas nama Azhari David” hingga Terdakwa 1
ketiduran dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa 1
membuka pintu kamar dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak
trerdakwa 1 kenali menggunakan masker lalu menyerahkan 1 (satu)

bungkus serbuk putih narkotika yang dibungkus plastik klip transparan dan

’ petugas
f

i
(Persero) kora—Batam—yahg'*“ I

Pimpinan Cabang dan Syarthuni Raflis selaku Penimbang diketahui 1

eh Wahyul Amri selaku

(satu) bungkus serbuk putih narkotika dibungkus plastik klip transparan
dan dibungkus kertas warna putih adalah seberat 0,24 (nol koma dua puluh
empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik No. Lab : 0127/NNF/2023 tanggal 27 Januri 2023 dari Polda
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Riau Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Dewi Arni
dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksan, diperoleh
kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar
dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa berdarkan Surat Hasil Pengujian Konfirmasi

Sampel Napza dari La' m Kesehatan Daerah Pemprov DKI Jakarta

(=5
Ej N l ﬁﬁ w Lﬁ. nphetamine, serta Surat

L ]
Keterang? *"F"'"u*‘f"g '@‘;-’t"lﬂ«ﬁ?ﬂ.rhm i Adiksi dari RSUD
i
Embung Fatimah Kota Batam

2023 atas nama Nornatasya Binti Ruzahat sebagai acuan dilakukannya

V/2023 tanggal 13 April

rehabilitasi terhadap terperiksa berupa rehabiitasi di BNN Rl Kota Batam
dan Surat Keterangan Pemeriksaan / Assessmentpsikiatri Adiksi dari
RSUD Embung Fatimah Kota Batam N0.91/RSUD/PJ/1VV/2023 tanggal 13

April 2023 atas nama Azhari David Yolanda, SH., MH sebagai acuan
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dilakukannya rehabilitasi terhadap terperiksa berupa program rehabiitasi
di BNN RI Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
ini telah terpenuhi;

3) Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta

dalam melakukan tmd m

Memmbang bak » '-} ud dengan “ orang yang melakukan

“U clak E s sed u v adadua grang ialah orang yang

yERel ::.:?-ljil.-ann'ﬂn’_@- elakukan (medepleger)

perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta
bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira 05.45 WIB
Para Terdakwa tiba di parkiran Hotel Pasifik lalu bersama-sama masuk ke
Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar — Kota Batam

yang rencananya Para Terdakwa akan memakai narkotika bersama-sama
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di kamar tersebut. Setibanya di dalam kamar dan Terdakwa 2 tidur,
sedangkan Terdakwa 1 mengirim pesan kepada sdri. Beb Als Tiwi (DPO)
dan mengatakan “Beb dimana batrai ku low bet, kalau sudah sampai naik
aja ke atas kamar 511 atas nama Azhari David” hingga Terdakwa 1
ketiduran dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa 1
membuka pintu kamar dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak

trerdakwa 1 kenali menggunakan masker lalu menyerahkan 1 (satu)

| w I@ m g E u <O ﬂ pentingan pelayanan
Ly ::v.,,“‘,kr !5191&.*!?51-;;.‘:&3{@ |

Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh
melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana” ini telah terpenuhi;
f. Amar Putusan
1. Menyatakan Terdakwa | Nornatasya Binti Ruhazat dan Terdakwa Il
Azhari David Yolanda, S.H., M.H Bin Jefri tersebut di atas, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,
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“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” sebagaimana
dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan

melalui rehabilitasi sosial di Loka Rehabilitasi BNN Batam selama 10

(sepuluh) bulan yang'rhitungkan dengan masa pidana yang

g2
UNiSSULA /audl
5a Mﬂ!&?'@;ﬂbﬂﬂ u«;:,‘r‘.il?l-f_h arna biru serta kartu

)

08126868689;

+ 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam serta kartu nomor
081268881897,

+ Rambut Kepala Bagian Depan dengan berat Netto 0,46 gram;

+ Rambut Kepala Belakang Sisi Kiri dengan berat Netto 0,05 gram;

+ Rambut Kepala Belakang Sisi Kanan dengan berat Netto 0,08 gram;

+ Rambut Kepala Bagian Belakang dengan berat Netto 0,20 gram;
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+ Rambut Kepala Bagian Puncak dengan berat Netto 0,19 gram;

+ Rambut Kepala Bagian Depan dengan berat Netto 0,17 gram;
Dimusnahkan;

* 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Karimun a.n. NORNATASYA,
dengan NIK 2102056811010001;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Nornatasya Binti Ruhazat;

« 1 (satu) Iembar Batam a.n. AZHARI DAVID

YOLAN DA S

7110200 1909008;

i’ i,z n 3’3 “ && asya Binti Ruhazat dan
)3 "‘\‘:'!!‘L*"' Ul’fﬁﬂ{ '*miﬂh‘i.:flm erbuatan melawan hukum

1) UU RI Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkotika Golongan | dalam bentuk tanaman, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4(emapt) tahun dan paling lama 12
(duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000.000,00
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(delapan ratus miliyar rupiah), dan juga terdakwa telah melanggar pasal

127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (1)

Setiap Penyalah Guna:

1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun;

2) Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

penjara paling -s.,, tahun; dan
3) Narkotika Go o ;‘/\\~ i_sendiri dipidana dengan pidana

3 but untuk sekedar

U w h&% “ LA jadl mereka menjadi

pecandu’' ¢ *'*:"J'L"a"_l’{f I@?!‘D’lﬂunj‘ﬂ@#ﬁ} , faktor lainnya ialah

pengedar gelap narkotika,
bisnis narkotika ialah bisnis dengan pengahasilan yang sangat besar dan
menguntungkan bagi pengedar namun sangat lah merugikan bagi mereka
para pengguna dan pecandu narkotika tersebut, faktor lainnya yaitu faktor
kurangnya pemahaman agama, agama tersendiri melarang para
pengikutnya untuk melakukan hala-hal yang dapat merugikan bagi diri

sendiri maupun orang lain terutama pihak keluarga.
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Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh
agama dan Negara, dikarenakan dari tindakkan pidana yang dilakukan
akan dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana lain seperti mecuri,
membunuh, merampok dengan alasan untuk mendapatkan uang untuk
membeli narkotika dengan jumlah atau dosis yang lebih tinggi lagi.
Adapun bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, hakim

memberikan pidana rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dengan

i
.
-
-
i

127 ayat (3) tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk hakim tidak secara
terburu-buru dalam pengambilan keputusan meskipun terdakwa juga
dikenakan Pasal 111 ayat (1) tentang tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkotika Golongan | dalam bentuk tanaman dengan

ancaman pidana di penjara dan di bebankan dengan denda.
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Berdasarkan wawancara dengan David P. Sitorus, S.H., M.H. beliau
merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa para
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam penjatuhan putusan
pidana merujuk pada ketentuan Pasal 127 Ayat (3) dan juga Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan

Peyalahgunaan, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam

Lembaga Rehabilitas 3 ial.
Isan /\ _hakim kepada Nornatasya Binti

ng selama 6

BINN Batam.

Baik AI:Q ; is, Lidakpa nenyebutkan tentang

narkotika. Ked U W E g g w nal j-'ﬁ Akan tetapi, pengertian

i -

narkotika dalam huik WFLL*&? Iiﬁ’ﬂ*“iﬂ«g‘-’iﬂw!ﬁn ama dalam hukum positif.
i
Dalam bahasa Arab; niarkotika disebut denga

khaddara-yukhaddiru-takhdiirun yang memiliki arti hilang rasa, membius, tidak

addirat yang berasal dari kata

sadar.77 Sedangkan menurut istilah, narkotika merupakan setiap zat yang apabila
dikonsumsi oleh seseorang megakibatkan rusaknya fisik dan akal, bahkan efek yang
sangat membahayakan yakni membuat orang gila atau mabuk.

Mushtofa al-Bugha dkk mengartikan takhdir sebagai suatu kondisi di mana

seseorang tertutup akal dan pikirannya karena malas, berat, dan futur (hilang
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semangat). Adapun al-mukhaddirat adalah sesuatu yang menyebabkan kondisi
seperti yang dijelaskan di atas seperti ganja, opium, mariyuana, dan sebagainya.
Hal yang paling berbahaya dari narkotika bagi manusia yakni efeknya yang
dapat merusak manusia baik secara fisik maupun psikis. Penggunaan narkotika
dalam jangka waktu yang lama bahkan dapat mengakibatkan kematian. Allah swt
melarang keras manusia untuk menjerumuskan dirinya kepada kehancuran

sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al: Nisa (4) : 29 yang berbunyi:

-".-.

ESIEEE

U W l gﬁ w LLT"‘. imar (minuman keras)

mfllwy !E'.i: atfya yang memabuikkan, akan tetapi bahaya

itu sendiri. Khamar berasal dari kata khamarayakhmuru-khamran yang artinya
menutup. Oleh karena itulah istilah khamar digunakan karena efeknya yang dapat
menutup akal, menyumbat, dan membungkusnya. Kesamaan illat inilah yang
kemudian menjadikan sebagian ulama menyamakan narkotika dengan khamar.
Selain itu, pengertian khamar juga dijelaskan secara kebiasaan atau adat dan

secara aturan syara”. Khamar menurut adat orang Arab pada masa Rasulullah
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merupakan minuman yang berasal dari perasan buah anggur yang telah
difermentasi selama beberapa hari. Sedangkan khamar menurut aturan syara
merupakan segala sesuatu yang memabukkan.

Ayat ini merupakan pengantar pada pengharaman khamar secara pasti,
walaupun penyampaiannya tidak dilakukan secara tekstual, akan tetapi dalam
bentuk sindiran. Hal ini dikarenakan bahwa ketika ayat tersebut dibacakan kepada

Umar bin Khattab dan kemudian beliau kembali menanyakan pertanyaan yang

sama, maka kemudian turunlaf pat.yang menjadi dasar pengharaman

khamar pada Q.S. Al (f 3 Jie 8
O3Al 1&had //*'*I" i § N, % juhaall W) 155 Gl @il

eras, berjudi,
K panah adalah

ilah (perbuatan-

¥
H “ z gg g.l Lﬁ swt melarang untuk

meminum khamar ﬂ‘-"u*’-H I@‘Q{L‘u’fﬂ-ﬁ"ﬂ-ﬂqﬁ sejak diturunkannya ayat

ini, status hukum dari
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

bagi pecandu narkotika dalam

1. Ketentuan hukum mengksi

UndangUndang Nomor 35 ientang Narkotika terdiri dari 2 (dua)

| >
2 i nfhakimidalanyimen) dtunKa py ndak pidana pecandu
. ‘:'r""uﬂe‘#lir Ii“e%;w@]-ﬁﬁﬁﬂb?* DN Btm didasarkan pada

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Putusan hakim dalam
putusan PN No. 363/Pid.Sus/2023/PN Btm tersebut selain bertujuan untuk
menjerakan terdakwa (pecandu narkotika) dengan sanksi pidana, juga bertujuan
untuk menyembuhkan terdakwa (pecandu narkotika) dari ketergantungan

dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.
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B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam memberikan suatu
keputusan terhadap penyalahgunaan narkotika seharusnya lebih mengedepankan
pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara, karena
kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkotika.

2. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan bantuan dari
Penelitian Kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan,

mengapa penyalahgunaan-ni

bijak kalau h /ﬂm‘ﬂ ‘-; | ilyang meringankan seperti

yang terumus : Se ‘ dasar hel lkomemberikan reaksi

&
UNISSULA
lel u Li‘
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